
 
 

WALIKOTA BENGKULU 

PROVINSI BENGKULU 

 

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU 

NOMOR     37    TAHUN 2015 

 

TENTANG 

 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BENGKULU 

TAHUN ANGGARAN 2014 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BENGKULU, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2015 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, 
perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 sebagai rincian lebih lanjut 

dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun 
Anggaran 2014.  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam 

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091); 



  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2828); 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  6. Undang-Undang   Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun   2009  tentang  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 

  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2848); 

 



 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

  15. Peraturan Pemerintah   Nomor  56   Tahun   2005   tentang   Sistem   Informasi   Keuangan   Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4576); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 



 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4614); 

  21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 

  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  23. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi 

Sekretariat Daerah Kota Bengkulu dan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota 

Bengkulu Tahun 2008 Nomor 08); 

  24. Peraturan Daerah Kota Bengkulu 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas 

Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 09), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu  Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi 
Dinas Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013 Nomor 14); 

  25. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi 

Lembaga Teknis Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 10), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu  Nomor 15 Tahun 2013 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu  Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan 

Susunan Organisasi Lembaga Teknis Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013 
Nomor 15); 

  26. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Pemerintah 

Kecamatan dan Kelurahan Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 
Nomor 11); 

  27. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2009 Nomor 02); 



 

  28. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran 

Daerah Kota Bengkulu Tahun 2009 Nomor 05); 

  29. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet 

(Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 201 Nomor 04); 

  30. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan 

Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2011 Nomor 06); 

  31. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota 
Bengkulu Tahun 2011 Nomor 09); 

  32. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah 

Kota Bengkulu Tahun 2011 Nomor 10); 

  33. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah 

Kota Bengkulu Tahun 2011 Nomor 11); 

  34. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota 
Bengkulu Tahun 2011 Nomor 12); 

  35. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah 

Kota Bengkulu Tahun 2012 Nomor 02); 

  36. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara 
Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013 Nomor 02); 

  37. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pemeriksaan Alat Pemadam 

Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013 Nomor 03); 

  38. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan 

dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013 Nomor 05); 

 



  39. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan 
(Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013 Nomor 06); 

  40. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran 

Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013 Nomor 07); 

  41. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2003 tentang Retribusi Terminal Penumpang 
(Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2003 Nomor 12); 

  42. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2014 Nomor 01); 

  43. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2014 Nomor 07). 

  44. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor       Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu 

Tahun 2015 Nomor          ). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2014 

Pasal 1 

  Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2014 terdiri dari atas: 

  1. Pendapatan 

   a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 81.754.841.665,45   

   b. Dana Perimbangan Rp. 843.443.609.354,50   

   c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 12.700.000.000,00   

    Jumlah Pendapatan   Rp. 937.898.451.019,95 



  2. Belanja 

   a. Belanja Operasi 

    
1. Belanja Pegawai 

Rp. 
571.223.011.491,00 

  

    
2. Belanja Barang 

Rp. 
143.753.471.961,00 

  

    
3. Belanja Hibah 

Rp. 
10.825.625.644,00 

  

    
4. Belanja Bantuan Sosial 

Rp. 
1.000.000.000,00 

  

    
5. Belanja Bantuan Keuangan 

Rp. 
731.342.125,00 

  

    
 

   Rp. 727.533.451.221,00 

   b. Belanja Modal 

    1. Belanja Tanah Rp. 
                              -  

  

    2. Belanja Peralatan dan Mesin Rp. 36.990.908.554,50   

    3. Belanja Bangunan dan Gedung Rp. 23.180.762.158,00   

    4. Belanja Jalan, Irigasi dan 

Jaringan 

Rp. 94.092.747.867,00   

    5. Belanja Aset tetap lainnya Rp. 692.905.500,00   

        Rp. 154.957.324.079,50 

   c. Belanja Tak Terduga 

    1. Belanja Tak Terduga  Rp. 0,00  
Rp. 

 
0,00 

   d. Transfer 

    1. 

 

Transfer Bagi Hasil ke 
Kab/Kota/Desa 

Rp. 

 

21.091.200,00  

Rp. 

 

21.091.200,00 

     Jumlah Belanja   Rp. 882.511.866.500,50 

   
 

  
 

SURPLUS/(DEFISIT) 

 

   

  Rp. 55.386.584.519,45 

 



 
 

  3. Pembiayaan 

    a. Penerimaan Rp. 53.194.370.176,71   

    b. Pengeluaran Rp. 2.463.376.899,90   

     Jumlah Pembiayaan Netto   Rp. 50.730.993.276,81 

     Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 106.117.577.796,26 

  
 

Pasal 2 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran I 
Peraturan Walikota Bengkulu ini. 

Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam 

penjabaran laporan realisasi anggaran. 

Pasal 4 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam Lampiran II 

Peraturan Walikota Bengkulu ini. 

Pasal 5 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Walikota Bengkulu ini. 

 

 



Pasal 6 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu. 
 

 

 Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal  29 September 2015                                        

  

WALIKOTA BENGKULU, 
 

ttd 

 
 

H. HELMI HASAN 

Diundangkan di Bengkulu 

pada tanggal 29 September 2015  
 

 

         SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU, 

 
    ttd 

 

 

MARJON 

 

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR 37 


